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ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan mengkaji secara mendalam terkait penerapan E-SAKIP, sebagai
media peningkatan kinerja aparatur pemerintah  Kabupaten Sleman, dalam
penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik tahun 2020. Metode yang
digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari media E-SAKIP
Pemerintah Kabupaten Sleman, serta artikel jurnal yang relevan. Selanjutnya, data
dianalisis menggunakan Nvivo 12 Plus. Temuan penelitian menunjukkan, bahwa pada
tahun 2020, kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Sleman, dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat meningkat signifikan, berkat adanya E-SAKIP. Meskipun
dalam situasi pandemi COVID-19, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan
maksimal. Dari hasil tersebut di simpulkan, bahwa keberadaan E-SAKIP telah berdampak
pada peningkatan kinerja aparatur pemerintah, program, dan kegiatan publik, serta
penyerapan anggaran sesuai dengan target. Untuk memberikan pelayanan yang lebih
sederhana, cepat, efektif, dan efisien, E-SAKIP mampu menyediakan layanan yang dapat
di akses secara elektronik, mudah, cepat, kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa
pun.

Kata Kunci: Implementasi; E-SAKIP; Media; Kinerja; Aparatur_Pemerintah

ABSTRACT

The research conducted provides an in-depth examination of the implementation of E-
SAKIP as a medium to improve the performance of government apparatus in Sleman
Regency in delivering electronic-based public services in 2020. The method used is
qualitative research. Data sources come from the E-SAKIP platform of the Sleman
Regency Government, as well as relevant joumal articles. The data were analyzed using
Nvivo 12 Plus. The research findings show that in 2020, the performance of the Sleman
Regency government apparatus in providing public services improved significantly thanks
to the implementation of E-SAKIP. Despite the COVID-19 pandemic, the services delivered
to the public were carried out optimally. Based on these findings, it is concluded that the
presence of E-SAKIP has had a positive impact on improving the performance of
government personnel, public programs, and activities, as well as budget absorption in line
with targets. To provide simpler, faster, more effective, and efficient services, E-SAKIP
enables services to be accessed electronically—easily, quickly, anytime, anywhere, and
under any circumstances.

Keywords: Implementation; E-SAKIP; Media; Performance; Government_Agencies

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan serangkaian tindakan, instrumen, dan
proses yang dirancang untuk menilai, menghimpun informasi, mengkategorikan, meringkas, dan
mengomunikasikan kinerja instansi pemerintah yang ada guna mencapai akuntabilitas dan
meningkatkan kinerja instansi (Zamzam dkk., 2017). Berbagai faktor pendukung seperti komitmen
organisasi/unit kerja, bantuan pemerintah pusat, serta jumlah sumber daya manusia juga turut
mempengaruhi efektivitas penerapan E-SAKIP (Achmad, 2020).
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Sistem informasi kinerja pemerintah yang diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi berbasis web, bertujuan untuk memperlancar pengumpulan data dan informasi
mengenai kinerja oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga masyarakat
dapat mengaksesnya secara lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien, melalui jaringan internet setiap
saat (Radinda & Saleh, 2021). Salah satu keunggulan E-SAKIP diantaranya adalah: Pertama, dapat
menyederhanakan penyusunan dan pengembangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Kedua, mengurangi tahapan-tahapan pekerjaan. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas
operasional instansi pemerintah. Keempat, membantu proses penyampaian laporan kinerja triwulan.
Terakhir atau manfaat kelima, yaitu mendorong pemanfaatan prosedur pelaporan LAKIP (METRO,
2018).

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimaksimalkan di seluruh bidang
operasional pemerintahan (Taufik & Warsono, 2020). Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas di seluruh instansi pemerintah. Dengan kata lain (Aprianty, 2016)
menjelaskan, bahwa penerapan pelayanan publik berbasis elektronik e-Government pada hakikatnya
merupakan langkah kreatif dan inovatif terhadap terselenggaranya pelayanan publik yang mampu
menciptakan kepercayaan (trust), yang kemudian menambah tingkat kepuasan masyarakat kepada
pemerintah.

Terdapat empat elemen baru dari pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik,
diantaranya: Government to Citizen (G-to-C), Government to Business (G-to-B), Government to
Employee (G-to-E), dan Government to Governments (G-to-G) (Kelibay et al., 2020). Hal senada juga
disampaikan (Indrajit, 2015), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat
meningkatkan pendanaan inisiatif penyelenggaraan pemerintahan di samping membawa perubahan
positif dalam proses dan prosedur perumusan kebijakan publik.

Elemen-elemen yang termasuk dalam media pelayanan publik berbasis elektronik (e-Gov), yang
memperlihatkan hubungan saling terkait satu dengan lainnya, yang dapat dimanfaatkan oleh masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mendorong interaksi langsung antara pemerintah
dengan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses pemberian pelayanan publik
(Indrajit, 2016; Aprianty, 2016).

Sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, memuat sejumlah langkah kreatif yang dapat dilakukan pemerintah
terkait sistem pelayanan elektronik. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta layanan
publik yang bermutu dan lebih dapat diandalkan.

Teknologi ini juga diproyeksikan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh
lembaga pemerintah. Dengan kata lain (Aprianty, 2016) menjelaskan, bahwa pelaksanaan pelayanan
publik berbasis elektronik (e-Gov) pada hakikatnya merupakan langkah kreatif dan inovatif yang
bertujuan untuk memberikan layanan publik yang dapat menumbuhkan kepercayaan publik, yang pada
gilirannya akan meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Pelayanan publik telah menjadi kebutuhan dasar bagi Masyarakat, dalam hal pelayanan
administratif yang dijalankan oleh pemerintah (Bleskadit dkk., 2020). Proses pelaksanaan pelayanan
dengan mengadopsi teknologi digital terus di tingkatkan dengan tepat pada setiap instansi pemerintah,
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dimana pemerintah dapat merumuskan strategi-strategi yang lebih komprehensif, agar tujuan
transformasi digital yang di upayakan dapat terlaksana dengan maksimal (Kelibay et al., 2020).

Evaluasi kinerja berfungsi sebagai landasan untuk melaksanakan manajemen kinerja, yang
berupaya untuk meningkatkan layanan publik dan meningkatkan akuntabilitas layanan dengan
menetapkan luaran dan hasil yang ingin dicapai guna membantu tercapainya akuntabilitas organisasi
(Fitriyah & Indrayono, 2019). Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas mengamanatkan agar
instansi pemerintah sebagai bagian dari penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimilikinya (Akuntansi & Ratulangi, 2020).

METODE

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016), yaitu penulis
menganalisis implementasi penerapan E-SAKIP sebagai media pelayanan publik berbasis elektronik
pada tahun 2020 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data pada
penelitian ini berasal dari media yang ada pada website resmi milik pemerintah Kabupaten Sleman,
terkait implementasi penerapan E-SAKIP sebagai media pelayanan publik berbasis elektronik serta
artikel jurnal yang dijadikan sebagai referensi yang relevan.

Analisis data website menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi (Colorafi &
Evans, 2016), dengan tujuan menyampaikan hasil implementasi penerapan E-SAKIP. Pada penelitian
ini juga menggunakan Q-DAS (Qualitative Data Analysis Software), untuk menganalisis data yang
berasal dari media sosial, media pemerintah Kabupaten Sleman, jurnal-jurnal, dan peraturan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dengan menggunakan NVivo 12 Plus, dalam menganalisis
kinerja pemerintah Kabupaten Sleman, terkait kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik melalui
media E-SAKIP pada tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2020, Ombudsman Republik Indonesia telah mengidentifikasi empat gangguan
dalam pelayanan publik, diantaranya: komunikasi yang kurang baik antara pejabat struktural dengan
bawahannya, menurunnya kualitas pelayanan publik, pelanggaran prosedur penyelenggaraan
pelayanan publik yang sering kali kurang termonitoring kinerja ASN, dan pemanfaatan sarana dan
prasarana instansi yang belum optimal. Hal tersebut juga diakibatkan pandemi COVID-19 yang terjadi
pada tahun 2020 di Indonesia, di mana pemerintah mulai diberlakukan pengaturan bekerja dari rumah
(work from home/WFH). Sehingga menyebabkan menurunnya efektivitas pelayanan publik yang
selanjutnya berdampak pada kinerja aparatur pemerintah (Lokadata.id, 2020).

Implementasi Kebijakan E-SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman

Kebijakan pada hakikatnya merupakan suatu pelaksanaan yang dijadikan sebagai arahan atau
pedoman bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana dengan lancar dan
terpadu dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Sumantri, 2018). Artinya, kebijakan merupakan
pedoman bagi pejabat publik dalam menjalankan aktivitasnya sebagai bagian dari akuntabilitasnya
kepada publik (Syahrudin, 2014). Pedoman ini dapat digunakan oleh masyarakat yang bekerja di
pemerintahan untuk memastikan mereka menggunakan kekuasaannya dengan baik sehingga dapat
membantu masyarakat (Bisri & Asmoro, 2019).
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Menyikapi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hal tersebut telah mendorong Pemerintah
Kabupaten Sleman, untuk meluncurkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis
elektronik (E-SAKIP). Media layanan ini dibangun dan dikembangkan, untuk mengidentifikasi
akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, tujuan inti, dan tanggung jawab, serta pengelolaan sumber daya,
dalam rangka melaksanakan kebijakan dan inisiatif yang ditetapkan di setiap organisasi pemerintah
berdasarkan kecukupan. Sistem akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengevaluasi keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan tugas (Sahoming et al., 2019).

Pedoman pelaksanaan E-SAKIP di Kabupaten Sleman didasarkan pada Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan
rangkaian tindakan, perangkat, dan prosedur yang sistematis yang bertujuan untuk melaksanakan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik E-SAKIP. Tujuannya adalah untuk
mengetahui, mengevaluasi, menghimpun data, mengkategorikan, mengondensasi, dan
mengkomunikasikan kinerja instansi pemerintah dalam rangka akuntabilitas dan peningkatan kinerja
pemerintah (Suhendra et al., 2020).

Implementasi Kebijakan menurut (Meter & Horn, 1975), mengidentifikasi sejumlah elemen yang
dianggap berdampak pada implementasi dan efektivitas kebijakan. Elemen-elemen tersebut meliputi:
Pertama, standar dan tujuan kebijakan pada dasarnya menyatakan apa yang ingin dicapai oleh suatu
program atau kebijakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, baik dalam bentuk nyata
maupun tidak nyata. Kedua, keberhasilan atau kegagalan program atau kebijakan yang sedang
diimplementasikan harus ditentukan oleh kejelasan dan tujuannya. Ketiga, kinerja kebijakan berkaitan
dengan seberapa efektif standar dan tujuan kebijakan yang ditetapkan di awal dapat dicapai. Keempat,
sumber daya juga menandakan sejauh mana dukungan, baik finansial maupun manusia, yang
diperlukan untuk menjalankan program atau kebijakan.

Tahapan pembuatan kebijakan berada di antara tahap perumusan kebijakan dan berdampak
langsung terhadap masyarakat (Agustino, 2018). Meskipun implementasinya sangat baik, suatu
kebijakan belum tentu berhasil jika tidak tepat sasaran atau tidak mampu mengurangi masalah yang
ingin diatasi (Choiriyah, 2018). Sebaliknya, jika pelaksana kebijakan tidak menjalankan kebijakan
dengan baik, kebijakan tersebut juga bisa gagal (Jeklin, 2017).

Aspek yang menantang adalah menentukan nilai sumber daya, baik manusia maupun finansial,
yang dibutuhkan untuk menciptakan implementasi kebijakan yang berkinerja baik. Proses prosedural
yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan program disebut sebagai mekanisme komunikasi antar
lembaga pelaksana. Tuntutan untuk dukungan timbal balik antar lembaga terkait program dan kebijakan
merupakan hasil lain dari komunikasi antar organisasi (Pangalila et al., 2019).

Menurut (Sasmita et al., 2019), bahwa media E-SAKIP berfungsi sebagai alat ukur atas capaian
kinerja organisasi secara konsisten dan menggunakan data hasil pengukuran kinerja sebagai alat
penilaian kinerja individu dan unit kerja serta alat pengendalian kinerja. Dengan demikian, Komitmen
Organisasi/Unit Kerja menjadi salah satu indikator penelitian untuk menilai efektivitas media E-SAKIP.
Standar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi: Rencana Strategis, Kontrak Kineria,
Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tinjauan dan Evaluasi Kinerja
(Achmad, 2020).
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E-SAKIP merupakan saluran bagi seluruh rangkaian tindakan terorganisasi yang melibatkan
berbagai elemen, perangkat, dan metode yang kemudian disusun untuk mengawasi pencapaian
sasaran kinerja dalam organisasi melalui perencanaan, penetapan, dan penilaian kinerja, serta
pengumpulan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan kinerja aparatur pada setiap instansi
pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yakni suatu rangkaian sistematis berbagai kegiatan,
perangkat, dan metodologi yang ditujukan untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah berbasis elektronik E-SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (E-SAKIP), yang saat ini
terus dilakukan penyempurnaan, diciptakan untuk menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan
program yang ditetapkan oleh instansi pemerintah secara tepat guna (Sahoming et al., 2019). Agar
program dan kebijakan dapat memberikan hasil yang baik dan efektif serta dapat diterapkan dalam
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, maka program dan kebijakan tersebut harus
memiliki tujuan yang jelas dan dapat dievaluasi efektivitasnya.

Kemampuan Penyesuaian Diri

Kegiatan operasional dan layanan pemerintah Kabupaten Sleman mengalami perubahan akibat
pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Meskipun dalam masa pandemi, pemerintah
Kabupaten Sleman berhasil mengatasinya dengan menyusun rencana yang dianggap tepat, yaitu
meluncurkan sistem layanan daring berbasis elektronik melalui media E-SAKIP yang telah ditetapkan.
Perubahan tersebut diperlukan karena pandemi COVID-19 telah mempersulit kemampuan pemerintah
dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Sasaran kinerja yang ditampilkan E-SAKIP Kabupaten Sleman sebanyak 15 sasaran, yang
menunjukkan capaian Pemerintah Kabupaten Sleman dalam perencanaan kinerja pada tahun 2020.
Sasaran tersebut antara lain: Dari 14 sasaran kinerja (93,33%) yang terealisasi, lebih dari 95% dan
memperoleh kategori kinerja "sangat berhasil", sedangkan 1 sasaran kinerja, yaitu (6,67%), dengan
memperoleh kategori kinerja "berhasil". Analisis hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran
meliputi perbandingan realisasi kinerja berdasarkan sasaran masing-masing kinerja, penyusunan
metodologi perhitungan capaian kinerja, dan perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan 2019.

Di dalamnya juga dijabarkan program dan anggaran yang terkait dengan masing-masing
sasaran, pelaksanaan anggaran yang menjadi landasan pencapaian sasaran tersebut, dan faktor-faktor
yang memengaruhi pencapaian sasaran atau indikator kinerja. Terdapat tujuh tolok ukur kinerja yang
tidak tercapai pada tahun 2020, yaitu persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka.
Hal ini disebabkan oleh dampak langsung dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil memperoleh capaian kinerja di
beberapa bidang, meskipun saat itu masih berada di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut
dibuktikan dengan diterimanya 50 penghargaan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Agar misi organisasi dapat terlaksana secara terukur, suatu instansi pemerintah harus mampu
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan suatu program dan
kegiatan sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Salah satu cara pengukuran
kinerja adalah melalui pemenuhan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja aparatur
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pemerintah Kabupaten Sleman selama tahun 2018-2019 dinilai dengan E-SAKIP dan dituangkan
melalui perencanaan kinerja, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Tujuan pemanfaatan sistem layanan daring berbasis elektronik adalah untuk mengurangi
perubahan layanan tatap muka (Lumbanraja, 2020). Pemerintah Kabupaten Sleman saat itu telah
menghentikan layanan luring dan mengalihkan masyarakat pada layanan daring berbasis elektronik.
Terlaksananya berbagai inisiatif pemerintah dan layanan publik berkualitas tinggi baik di tingkat
nasional maupun internasional menjadi landasan hasil kinerja luar biasa yang telah dicapai dan
didokumentasikan pemerintah Kabupaten Sleman melalui platform E-SAKIP.

Lebih jauh, lembaga penelitian telah menyelenggarakan dan menyediakan sumber daya
keuangan yang besar, untuk membantu pelaksanaan E-SAKIP sejak tahun 2016 hingga saat ini
(Sahoming et al., 2019).

Penilaian kinerja berfungsi sebagai landasan untuk memberlakukan strategi manajemen kinerja
yang di maksudkan, untuk menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas,
melalui realisasi luaran dan hasil yang diharapkan, yang dapat membantu dalam pengembangan
organisasi yang akuntabel (Sobirin, 2014).

Sumber Daya Manusia

Aparatur pemerintah Kabupaten Sleman yang berada pada perangkat daerah tahun 2020, yaitu
jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sleman, dengan
memperhatikan latar belakang pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu pada saat penelitian dilakukan
sebanyak 8.288 orang.

Adapun sebaran pegawai pemerintah Kabupaten Sleman menurut jenjang pendidikan tertinggi
meliputi: jumlah pegawai berpendidikan SMP sebanyak 143 orang, pegawai berpendidikan SMA
sebanyak 1.387 orang, pegawai berpendidikan Diploma Il sebanyak 445 orang, pegawai berpendidikan
Diploma Il sebanyak 987 orang, pegawai berpendidikan Diploma IV sebanyak 113 orang, pegawai
berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 4.513 orang, dan pegawai yang berpendidikan Magister (S2)
sebanyak 568 orang. Berikut dapat dilihat pada Gambar | dibawah ini:

Gambar I: Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Sleman
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2020
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Sumber: Dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, 2024

Efektivitas kinerja suatu instansi tentu saja bergantung pada sumber daya manusianya. Semakin
tinggi keterampilan dan pelatihan yang dimiliki oleh pegawainya, maka semakin baik pula kualitas
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kinerja instansi tersebut. Peningkatan keterampilan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah
sangat penting guna meningkatkan kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.
Pengelolaan keahlian di bidang pemerintahan melalui pengelolaan sumber daya manusia aparatur
dinilai efektif apabila diterapkan praktik tata kelola yang baik.

Seorang pegawai dapat menunjukkan kedisiplinan di samping memiliki seperangkat kemampuan
dan pengetahuan yang memadai. Mengenai kemampuan pegawai untuk mengikuti dan menaati
peraturan yang berlaku, seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini dengan melaksanakan tugas yang
diatur dalam peraturan pelayanan publik dan standar operasional prosedur (SOP). Oleh karenanya,
dalam memberikan pelayanannya, ia mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam peraturan yang
berlaku saat ini. Lebih jauh, Kabupaten Sleman telah melakukan pekerjaan yang baik dalam
mempersiapkannya, sehingga lebih banyak pegawai yang akan menggunakannya ketika nanti
diterapkan. Suatu kebijakan hanya dapat diadopsi dan diikuti jika dapat dipatuhi oleh personelnya.

Komunikasi dan Kerjasama

Komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kinerja karyawan dan membina kerja
sama tim guna mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
memiliki kewajiban untuk menggunakan metode komunikasi tertentu dalam menyebarluaskan informasi
publik. Pemerintah kini harus memenuhi hak masyarakat untuk mengakses informasi publik setiap saat,
secara berkala, dan seketika, tanpa diminta, tergantung pada sifat materinya.

Dalam menjalankan perannya diperlukan komunikasi dan Kerjasama yang baik antar instansi
pemerintah untuk mempererat hubungan kerja antar lembaga dalam upaya pengendalian pelaksanaan
peningkatan kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Sleman. Dengan adanya E-SAKIP, kini
menjadikan keterbukaan informasi pemerintah terhadap sesama instansi dan masyarakat menjadi lebih
baik. Siapapun dapat mengakses media E-SAKIP untuk mengetahui informasi tentang kinerja
pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Sleman termasuk salah satu pemerintah daerah yang memperoleh
penghargaan Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Terbaik. Meski demikian, hasil pemeringkatan
yang dirilis Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa
aparatur pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman masih memiliki kekurangan
dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disebut-sebut
berhasil memperoleh predikat A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Berbasis Elektronik atau E-SAKIP (liputan6.com, 2019). Selain pemerintah Provinsi, disebutkan juga
bahwa salah satu pemerintah daerah yang berhasil memperoleh predikat “Sangat Terbaik” adalah
pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu memperoleh pengakuan nasional sebagai penyelenggara
pelayanan publik teladan, yang menjadi contoh utama penyelenggara pelayanan publik di daerah.

Diketahui bahwa Kabupaten Sleman termasuk salah satu daerah yang terus memperoleh
penilaian tertinggi dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sleman dari tahun 2016 sampai dengan tahun
2019 yang menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana terlihat pada Gambar
Il berikut:
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Gambar II: Kinerja Aparatur Pemerintah Melalui Media E-SAKIP Tahun 2016-2019
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Pemerintah Kabupaten Sleman yang garda terdepan dalam pelayanan publik terus berupaya
meningkatkan dan memajukan kualitas Mal Pelayanan Publik (MPP), khususnya dengan menghadirkan
inovasi layanan pada hari Sabtu. Masyarakat umum kini dapat mengakses beberapa layanan di luar
jam operasional reguler dengan lebih mudah karena adanya perpanjangan hari dan jam layanan. UPTD
Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor juga menyediakan layanan inovatif ini pada hari Sabtu.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, Indeks Kepuasan Masyarakat IKM sebesar 91,47%, ini
menunjukkan bahwa kinerja unit tersebut mendapat nilai layanan “Terbaik” dan kualitas layanan
mendapat nilai “A” (Diskominfo, 2021).

Melalui pengembangan dan pemeliharaan yang efektif, sarana dan prasarana pelayanan publik
terus ditingkatkan kualitas dan kelengkapannya. Selain itu, penerapan kebijakan smart-regency telah
mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di
Kabupaten Sleman. Hal ini khususnya terlihat pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, di mana
ketika proses administrasi publik dilakukan secara elektronik dan daring.

Komitmen Kabupaten Sleman sebagai salah satu dari 100 daerah cerdas yang dicanangkan
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu bukti nyata keberhasilan tersebut adalah
terlaksananya penilaian mutu pendidikan dan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama pandemi
COVID-19 oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang membuahkan hasil berupa predikat Terbaik
Nasional "A" diberikan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Gambar lll. Implementasi Kebijakan Media E-SAKIP Kabupaten Sleman

POLICY IMPLEMENTATION

- Series 2 - Series 1

Komunikasi 33%
Sumber Daya 23%

Kebijakan Kinerja 33%
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Sumber: Data Diolah Menggunakan Nvivo 12 Plus, 2024
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Gambar Il di atas menunjukkan bahwa proporsi kinerja terkait implementasi E-SAKIP dari
keempat aspek tersebut memiliki presentase yang baik karena kinerja pemerintah Kabupaten Sleman
pada tahun 2020 tetap berjalan efektif dan sesuai rencana walau di tengah pandemi COVID-19.
Sumber daya manusia yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan usulan kebijakan
yang mencapai 39%, yang dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dilaporkan
berjalan dengan baik. Terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan kinerja oleh aparatur pemerintah
Kabupaten Sleman diarahkan untuk menjalankan program-program yang telah dilaksanakan secara
efisien.

Strategi yang efisien untuk mencapai nilai maksimum harus berfokus pada metrik kinerja yang
diarahkan pada hasil, memastikan bahwa perubahan yang bermanfaat terjadi secara mantap dan relatif
cepat untuk meningkatkan perencanaan kinerja dan mempromosikan budaya organisasi yang terus
menerapkan berbagai inovasi skala besar terkait perkembangan E-SAKIP.

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai berdasarkan seberapa baik tujuan
tercapai, serta tingkat efektivitasnya (Akib & Tarigan, 2008). Efektivitas pelaksanaan kebijakan juga
berkaitan dengan kepatuhan, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dampak yang
diharapkan dari seluruh program yang sedang berjalan (Akib, 2010). Oleh karenanya, keberhasilan
pelaksanaan kebijakan identik dengan kelancaran proses implementasi, yang ditandai dengan
ketepatan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pembiayaan pelaksanaan kebijakan untuk
mencapai tujuan (Kurniadi, 2020).

Untuk menentukan apakah kelompok sasaran mematuhi kebijakan, maka kebijakan tersebut
harus diimplementasikan. sehingga, dari sudut pandang perilaku, elemen terpenting yang memengaruhi
efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan kelompok sasaran.

Gambar IV: Word Cloud E-SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman
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Sumber: Data diolah menggunakan Nvivo 12 Plus, 2024

Gambar IV di atas adalah terkait implementasi kebijakan E-SAKIP di Kabupaten Sleman. Dari
data di atas menunjukkan, bahwa data kinerja sangat menonjol, hal tersebut menjadikan penerapan E-
SAKIP di Kabupaten Sleman sangat baik, karena sasaran kebijakannya telah berjalan dengan baik dan
dinyatakan berhasil. Masyarakat dapat langsung melihat informasi yang dibutuhkan melalui E-SAKIP.
Sebagaimana dikemukakan (Kelibay et al., 2020), bahwa pemanfaatan Information and Communikation
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Technology (ICT) harus menjadi fokus utama, terutama dalam pelaksanaan manajemen kinerja
aparatur pemerintah yang meliputi akuntabilitas pelayanan, keuangan, dan akuntabilitas kinerja sebagai
cerminan penerapan prinsip transparansi.

Penerapan media E-SAKIP di Kabupaten Sleman di nilai sangat akuntabel, berkinerja tinggi,
terdepan dalam perubahan, dan sangat memuaskan. Dari sembilan kabupaten/kota di Indonesia,
Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi satu-satunya yang berhasil meraih predikat A (RI, 2019). Hasil
evaluasi tersebut dijelaskan, bahwa hal itu merupakan puncak penilaian terhadap setiap aspek sistem
manajemen kinerja yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman, diantaranya: perencanaan kinerja
memperoleh skor nilai 27,49 dengan bobot 30; pengukuran kinerja memperoleh skor nilai 20,98
dengan bobot 25; pelaporan kinerja mendapat skor 13,06 dengan bobot 15; evaluasi internal yang
memperoleh skor 8,23 dengan bobot 15; dan pencapaian kinerja yang memperoleh skor 11,97 dengan
bobot 20. Capaian ini melampaui capaian sebelumnya, yaitu 78,02 (RI, 2019).

Salah satu upaya dalam pelaksanaan E-SAKIP adalah melalui pendekatan transparansi yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada masyarakat, melalui media digital berbasis elektronik
E-SAKIP. Masyarakat dapat dengan mudah melihat dan menilai capaian kinerja aparatur pemerintah
melalui media yang tersedia. Arus informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman terus
dipantau secara konsisten, meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang saat itu terjadi di Indonesia. E-
SAKIP Kabupaten Sleman dinilai sebagai E-SAKIP terbaik di Indonesia, karena pelaksanaannya di
masa pandemi COVID-19 telah berhasil terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa
peningkatan kinerja aparatur pemerintah di daerah Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan
yang mudah dan efisien kepada masyarakat tetap konsisten dan sasaran serta tujuannya tercapai
secara efektif.

SIMPULAN

E-SAKIP sebagai media peningkatan kinerja aparatur pemerintah berbasis elektronik di
Kabupaten Sleman tahun 2020, memiliki pengaruh yang positif dalam penyelenggaraan pelaynan
publik, serta mampu merubah persepsi individu untuk menggunakannya. Hal ini sejalan dengan
penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa layanan digital berbasis online memberikan dampak
yang menguntungkan dan nyata terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Dalam konteks peningkatan kinerja dan pelayanan publik, diperlukan inovasi-inovasi baru dalam
pelayanan, maka perlu dilakukan pengembangan yang lebih komprehensif terkait dengan implementasi
penerapan E-SAKIP tersebut, terlebih dahulu bagi para pengambil kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah berbasis elektronik (E-SAKIP), yang terkait dengan sistem perencanaan strategis,
penganggaran, dan akuntansi pemerintah yang telah berlaku sejak di terbitkannya Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Implementasi kebijakan sejatinya telah menjadikan perubahan pada transformasi multiorganisasi,
di mana, setiap perubahan yang dilakukan dengan inovasi dalam kebijakan guna mengintegrasi
hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta pihak yang berkepentingan lainnya. Melalui E-
SAKIP, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah menjadi lebih berkualitas, efektif, dan efisien serta
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pelayanan yang dilaksanakan penuh profesional, transparan, akuntabel, bebas akses 24 jam, kapan
saja dan dimana saja masyarakat membutuhkan pelayanan.
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